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ABSTRAK 

AMRAN. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar‟iyyah. “dibimbing oleh” 

(ibu Rahmawati selaku pembimbing pertama dan bapak Syafaat Anugrah Pradana 

selaku pembimbing kedua). 

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 3 sub pokok 

masalah. (1) bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi disdukcapil, (2) faktor peng-

hambat pelaksanaan tugas dan fungsi disdukcapil, (3) solusi peningkatan pelaksa-

naan tugas dan fungsi disdukcapil. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer 

dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimana telah 

terlaksana dengan baik namun ada beberapa kendala yang dihadapi dari 

pelaksanannya, dimana kendala tersebut kemampuan pegawai dalam mengelolah 

administrasi masih perlu ditingkatkan dimana dilihat dari pencapaian kinerja 

peagawai, kemudian dari segi fasilitas prasarana yang ada juga belum memadai, 

faktor penghambat lainnya dari segi eksternal yaitu masyarakat yang mengurus 

berkas seringkali tidak menyiapkannya dengan lengkap sehingga proses pelaksanaan 

menjadi terhambat. Upaya yang dilakukan pegawai untuk meningkatkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi yaitu sering meng-update informasi kepada masyarakat baik secara 

langsung maupun online, kemudian dari hal sarana dan prasarana Disdukcapil 

berupaya melengkapi hal tersebut sehingga dapat memuaskan masyakat dalam 

menerima layanan yang ada.  

Kata kunci: pelaksanaan tugas, disdukcapil. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi 

a. Konsonan  

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan seba-

gian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf 

dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan ا
tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

   ain  ع
koma terbalik ke 

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah   Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (  ). 
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b. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يْ۔َ  fathah dan ya ai a dan i 

وْ۔َ  fathah dan wau au a dan u 

Contoh: 

  kaifa :كيَفَْ

 ḥaula :حَولَْ

c. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, trans-

literasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

Dan Huruf 
Nama 

Huruf 

Dan Tanda 
Nama 

ى۔َ ا / ۔َ  

fathah dan alif 

atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 

ي٘ـِ   kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
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 ـوُ٘ 
dammah dan 

wau 
Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَ میَ

 qīla : قيِلَْ

 yamūtu : يمَُوْتُ

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua: 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t].  

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَةُ الخَنةَِّرَوْ   : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

ل٘فَاضاَِةِال٘مدَِيْنةُ اَ   : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah 

 al-hikmah : الَ٘حِكْمةَ

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 rabbanā : رَبَّناَ

 najjainā: نخََّيْنَا

ُ  al-haqq : الَ٘حَقّ

 al-hajj : الَ٘حَخُّ

 nuʻʻima: نعُمََّ
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 ʻaduwwun : عَدُوٌّ

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( 

يّ  ۔۔ِ  ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: 

 ʻarabi (bukan ʻarabiyy atau ʻaraby) : عرََبيٌِّ

 ʻali (bukan ʻalyy atau ʻaly) : علَيٌِّ

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma‟arifah).Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.Kata san-

dang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), con-

toh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَمسُْ

لَةُزَ ل٘ز  لاَ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

لفلَ٘سَفَةُا  : al-falsafah 

ل٘بِلآدُا  : al-bilādu 

g. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (  )  hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:  

نَ تأَمرُوُْ  : ta‟murūna 

وْءُ النَّ  : al-nau‟ 

ءٌ شيَْ  : syai‟un 

مرِْتُٲ  : umirtu 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
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transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dar Qur‟an), sunnah. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasikan secara utuh. Contoh:  

fī ẓilāl al-qur‟an 

al-sunnah qabl al-tadwin 

al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafz al-Jalalah  ) اللّه (  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf ham-

zah. Contoh: 

 billah باِللهِّ  dīnullah ديِنْاُللهِّ

adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].contoh: 

للهِّهُمفِْيرَحْمةَِا   Hum fī rahmatillāh 

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (Al-). Contoh: 

wa mā muhammadun illā rasūl 

inna awwala baitin wudi„a linnāsi lalladhī  bi  

Bakkata mubārakan 

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur‟an 

Nasir al-din al-tusī 
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abū nasr al-farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abūal-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

2. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 Swt.  =   subḥānahū wa ta„āla 

 Saw.  =   ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

 a.s.  =   „alaihi al- sallām 

 H  =   Hijriah 

 M  =   Masehi 

 SM  =   Sebelum Masehi 

l.   =   Lahir tahun 

w.   =   Wafat tahun 

QS .../...4 =   QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR  =   Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = ص

 بدون مكان = دو

 صلىالله عليه وسلم = صهعى

 طبعة = ط

 بدونناشر = دن
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 إلىآخرها/إلىآخره = الخ

 جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed.     : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam   

bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor  maka 

ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

Et al.  :  “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring.Alternatifnya  digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya. 

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya ter-

jemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol.  : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensi-

klopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya 

digunakan kata juz. 

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala   seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyara-

kat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil 

maupun spiritual. Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang 

memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan ter-

tentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan.
1
 

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah 

yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak, terutama 

pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan 

yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari 

kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik 

akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai 

hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. 

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan 

merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua 

rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi 

segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana 
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tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan 

ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun 

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-

usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan 

kapan waktu dimulainya. 

Tugas pokok dan fungsi menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib 

dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara 

rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program 

kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
2
 Setiap 

pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan 

secara jelas. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan 

konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. 

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan 

kepentingan tersebut bermacammacam bentuknya sehingga pelayanan publik yang 

dilakukan ada beberapa macam.
3
 Pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk 

dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan 
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Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya. 

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka kesiapan dan kemampuan 

aparatur, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, perlu ditingkatkan, agar tidak 

timbul kesenjangan antara tuntutan masyarakat dengan kesepian dan kemampuan 

aparatur dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Selanjutnya, tuntutan ini hanya dapat 

dipenuhi, apabila aparatur Negara dapat mengikuti perkembangan masyarakat, 

sekaligus memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Untuk itu harus 

dilaksanakan upaya pemberdayaan (empowering) terhadap aparatur Negara.
4
 

Pelayanan publik hampir secara otomatis membentuk citra (image) tentang 

kinerja birokrasi, karena kebijakan Negara yang menyangkut pelayanan publik tidak 

lepas dari birokrasi. Sehubungan dengan itu, kinerja birokrasi secara langsung 

berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Birokrasi 

pemerintah atau aparatur Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan memiliki posis dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan 

disuatu Negara. 

Administrasi publik menurut Waldo memiliki dua definisi yaitu: public admin-

istration is the organization and management of men and materials to acheive the 

purpose of government. Public administration is the art and science of management 

as applied to affairs as state (administrasi publik adalah pengelolaan terhadap sum-

ber daya manusia dan materi untuk mencapai tujuan pemerintah serta administrasi 

publik sebagai seni dan juga sebagai kajian intelektual dari pengelolaan dalam urusan 

kenegaraan).
5
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Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan 

Adminduk dapat ditelusuri dari Peraturan Daerah Sidenreng Rappang tentang penye-

lengaran administrasi kependudukan Pasal 1 yang menyatakan bahwa administrasi 

kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik pembangunan sektor lain. Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi tiga komponen yaitu: 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi admin-

istrasi kependudukan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ber-

tujuan pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pen-

catatan sipil. Kedua, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah 

mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mu-

takhir dan mudah diakses. Ketiga, mewujudkan pertukaran data secara sistemik me-

lalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.
6
  

Dalam al-quran dijelaskan bahwasanya Allah swt akan membalas setiap amal 

perbuatan manusia berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Artinya jika seseorang 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkam kinerja yang baik bagi or-

ganisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaanya dan akan 

memberikan keuntungan bagi organisasinya. 
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Menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-

Nisa/4: 58 yaitu: 

                                        

                   

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
7
 

 

Ayat di atas berhubungan dengan perintah bagi mereka yang memegang 

kekuasaan (pemerintahan), yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanat 

kepada yang berhak sepertinya kewajiban pemerintah memberikan hak masyarakat 

(melayani) dan menetapkan hukum dengan adil tidak memandang bulu. 

Kemudian ayat al-quran Q.S An-Nisa/135 Allah swt berfirman:  

                  

                                      

         

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, men-

jadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua 

orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebaikannya). Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan ji-

ka kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka 
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ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu ker-

jakan.”
8
 

Ayat diatas mengandung arti tidak pandang bulu. Bahwa, berlaku adil itu pada 

semua orang. Meskipun terhadap kerabat, jika salah harus dikatakan salah. Tanpa 

pandang bulu, apakah itu terhadap orang kaya atau orang miskin. Tidak boleh pan-

dang bulu. Ini juga perintah Allah. 

Fenomena yang terjadi dalam pengurusan akte kelahiran di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu cenderung 

pelayanan pembuatan akte kelahiran belum ada kejalasan dan kepastian waktu 

penyelesaian, cenderung terjadi penyelesaian layanan yang berbeda atau terjadi 

kekeluargaan, kalau petugas pelayanan dekat atau lebih mengenal seseorang yang 

datang mengurus akte kelahiran, biasa terjadi perlakuan khusus oleh petugas itu 

sendiri.
9
 Dan masalah lainnya yaitu belum ada informasi yang jelas dan terbuka 

mengenai proses kebijakan terkait dengan pengurusan akte kelahiran, apakah itu 

mengenai biaya layanan, ataupun penggunaan atau peruntukan biaya layanan akte 

kelahiran. 

Terdapat pada surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang nomor: 460/296/DUKCAPIL/XII/2020 

mengatakan dalam jangka waktu penyelesaian bisa satu hari dapat diselesaikan jika 

berkas-berkas yang diperlukan itu lengkap, tetapi masyarakat yang sudah lengkap 

berkasnya itu ada yang belum selesai sudah seminggu dia bolak-balik mengurusnya 

tetapi belum diselesaikan juga. 
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Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu, terdapat enam asas yang ha-

rus diacuh oleh pemerintah, yaitu; transparansi, akuntabilitas, kondisional, 

partisipatif, kesamaan hakdan keseimbangan antara kewajiban dan hak.
10

 

Didalam perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan publik dalam pasal 20 mengatakan bahwa “dalam memberikan 

pelayanan, penyelenggara diikat oleh kode etik  sebagai berikut”  

1. Terbuka, memberikan informasi yang jujur 

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara 

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulat an rakyat yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik 

merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan 

bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. 

Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Berlaku adil 

Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, 

tidak memihak, dan tidak merugikan pihak mana pun. Adil dapat berarti tidak berat 

sebelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang. 
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3. peduli, teliti dan cermat 

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak 

proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap 

keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang 

terjadi di sekitar kita. 

4. bersikap ramah 

Sikap ramah adalah suatu perilaku dan sifat seseorang yang akrab dengan 

pergaulan seperti suka senyum, sopan serta hormat dalam berkomunikasi, ringan 

tangan, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih dan lain sebagainya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama yang 

dialami dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang? 

3. Bagaimana perspektif siyasah syar‟iyyah dalam meningkatkan tugas dan 

fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rap-

pang? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. 

3. Mengetahui perspektif siyasah syar‟iyyah dalam meningkatkan tugas dan 

fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis 

dan praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Dapat dijadikan untuk penulisan karya ilmiah lainnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah agar dapat mengetahui 

informasi dan rujukan jika pelaku usaha taat pada perda yang berlaku. 

b. Bagi aparatur pelayanan administrasi 

Penelitian Ini  bisa bermanfaat untuk aparatur pelayanan administrasi 

agar efektif dan bisa menjalankan perda yang ada
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap 

penelitian yang dilakukan. Tinjauan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang men-

cakup topik dan temuan. Sehingga dalam bagian ini, peneliti mengambil penelitian 

yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Lisda Van Gobel, Pendelegasian tugas da-

lam pelaksanaan tugas dan fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Cata-

tan Sipil Kabupaten Pohuwato, tujuan penelitian ini agar memperoleh gambaran ten-

tang pendelegasian tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencata-

tan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui ob-

servasi, wawancara mendalam pada sejumlah informan dan pencatatan data sekunder 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini 

disimpulkan bahwa pendelegasian tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai 

kewenangan yang diberikan, belum menjadikan aparat menguasai tugas yang diberi-

kan kepadanya.
11

 

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Afrida, Efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan dalam rangka pembuatan akta kelahiran di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kuantitatif yaitu prosedur 
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pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini ber-

tujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dalam 

rangka pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ka-

bupaten Asahan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memudahkan masyrakat dalam 

pengurusan dan pembuatan data kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran.
12

 

Kemudian penelitian ketiga dilakukan oleh Nixon Edwar Samuel Tude, Novie 

R. Pioh, Welly Waworundeng, Kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, metode penelitian yang digunakan yai-

tu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan kualitas pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kendala yang ser-

ing dialami adalah gangguan jaringan yang menghambat proses pengurusan surat-

surat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi berkas saat melakukan 

pengurusan dokumen. Juga sering terjadinya pemadaman listrik yang dapat meng-

ganggu proses pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat meningkat-

kan sarana pendukung yang sering menghambat proses pelayanan, yaitu peningkatan 

jaringan yang digunakan dalam proses pelayanan. Selain itu juga perlu adanya 

penambahan alat penyejuk ruangan (AC) agar supaya masyarakat tidak merasa kepa-

nasan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ka-

bupaten Halmahera Utara.
13
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B. Tinjauan Teori 

1. Teori Kewenangan 

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang (bevoegd-

heid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep 

hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 

Berikut adalah beberapa pengertian kewenangan menurut para pakar hukum, 

antara lain sebagai berikut: 

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau 

lebih fungsi menejemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pen-

gurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. 

Kemudian menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar mengatakan 

kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum 

tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan aki-

bat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.
14

 

Pada dasarnya kewenangan itu menurut Prajudi Atmosudirdjo, dapat dijabar-

kan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan 

pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan 

yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya. Kewenangan bersumber dari pera-

turan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu astribusi, delegasi dan 

mandat. 

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsi-

kan sebagai “rechtsmacht” (kekuasaan hukum).
15

 Dalam hukum publik, wewenang 
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terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (Authority, gezag) 

adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang 

diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, 

bevoegdheid) hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan. 

Di Belanda konsep bevoegdheid dipergunakan baik dalam lapangan hukum 

publik, oleh karena itu bevoegdheid tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di In-

donesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab 

wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat 

di atas  Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: “wewenang merupakan kekuasaan untuk 

melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan 

untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”. 

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, 

dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa 

penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan prilaku subyek hukum; 

komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada 

hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa 

wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart 

khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan ke-

mampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan per-

buatan yang menimbulkan akibat hukum.  

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum 

positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan 

wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-

kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, 



 

14 

 
 

penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang ter-

tulis maupun tidak tertulis. 

2. Teori Administrasi Negara 

Henry Fayol adalah seorang insinyur bangsa Prancis. Saat usia 72 tahun dia 

mencurahkan sisa hidupnya dengan mendirikan pusat studi administrasi dan 

mencoba untuk menerapkan idenya pada administrasi negara (public administration) 

di Prancis. Menurutnya, administrasi merupakan bagian kegiatan dengan badan 

usaha. Badan usaha adalah yang melaksanakan ke arah sesuatu sasaran ataupun 

objek dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari sumber-sumber 

yang tersedia. 

Teori administrasi negara merupakan serangkaian serta sekumpulan 

pernyataan yang dikumpulkan menjadi satu bersifat logis serta menjadi gambaran 

dari kenyataan suatu peristiwa atau benda tertentu. 

Yang pada kenyataannya administrasi sering dihubungkan dengan urusan 

serta ketatausahaan terhadap suatu bidang tertentu.
16

 Namun jika memperhatikan 

teori yang ada administrasi merupakan penyusunan serta pencatatan data dan 

informasi dengan cara yang sistematik yang disediakan untuk pihak intenal maupun 

eksternal. 

Teori administrasi negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

menyelesaiakan permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Para ahli yang 

selama ini banyak mengutarakan pendapatya megenai teori administrasi negara juga 

memilki perbedaan satu sama lain meskipun sebenarnya masih dalam konteks yang 

sama. 
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Salah satunya ialah Edward H., ia berpendapat bahwa administrasi negara 

merupakan suatu studi tertentu dari berbagai macam-macam pemerintahan untuk 

mengorganisasi, menggerakkan serta dipimpin. Berbagai macam teori yang selam ini 

diutarakan oleh banyak ahli tentu saja mengalami perkembangan yang signifikan 

terhadap teori tersebut. Salah satunya ialah Stephen P. Robbins yang 

mengungkapkan serta merumuskan bahwa teori yang ada pada adminisrasi negara 

meliputi: 

1. teori hubungan manusia 

2. teori pengambilan keputusan 

3. teori perilaku 

4. teori sistem 

5. teori kontingensi 

Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan yang sifatnya abstrak maupun 

kongkrit atau yang lebih sering disebut dengan mahzab selalu ada pada suatu 

organisasi. administrasi negara memiliki karakteristik sebagai kegiatan yang lebih 

urgent dibandingkan kegiatan yang diselenggarakan swasta, memiliki corak monopo-

li dan setengah monopoli, terikat oleh peraturan hukum, tidak terlalu terikat pada 

pertimbangan harga pasar dan berlangsung di bawah pengawasan publik, terutama 

pada negara-negara demokratis.  

Pertimbangan melakukan misi negara lebih mengemuka dibandingkan per-

timbangan keuntungan. Oleh karenanya kegiatan administrasi negara juga dicirikan 

sebagai kegiatan yang dibiayai APBN/D atau sebagian kekayaan Negara yang 

disisihkan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ataupun 

misi negara. 
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Menurut J. Wajong administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Kemudian 

Wijana juga mengatakan administrasi adalah rangkaian semua organ-organ negara 

rendah dan tinggi, yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan 

kepolisian.
17

 

Seperti halnya ilmu administrasi, maka administrasi negarapun dapat dikatakan 

seni dan ilmu. Konteks ini harus digunakan secara tepat yaitu sebagai ilmu apabila 

administrasi negara itu menjadi lapangan penyelidikan ilmiah dan merupakan bidang 

studi serta memenuhi persyaratan sebagai ilmu. Administrasi negara sebagai suatu 

seni apabila diperhatikan fungsi praktisnya yaitu merupakan fenomena yang univer-

sal sifatnya sehingga merupakan kemahiran yang diperoleh melalui pengalaman. 

3. Teori Transparansi 

Word bank menyatakan bahwa transparansi merupakan adanya keterbukaan 

yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung agar dapat diperoleh oleh 

mereka yang membutuhkan tepat waktu. 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik 

antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi 

pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dan 

masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efesien, akuntabel 

dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keterbukaan 
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informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik sehat, toleran dan 

kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.
18

 

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara 

pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang 

bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-

hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan infoermasi adalah informasi mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik.  

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang 

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan preferensi publik. Makna dari trans-

paransi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yai-

tu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) 

upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme. 

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1) berkaitan dengan 

ketersediaan informasi (availability of information); (2) kejelasan peran dan 

tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang 

diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta 

jaminan informasi yang tersistemik itu. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki ket-

erkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada pen-
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jelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat da-

lam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin ber-

dasarkan sebuah sistem yang pasti. 

Apa yang dilakukan dalam setiap tahapan oleh lembaga yang berperan dan ber-

tanggungjawab untuk itu, harus pula menunjukkan akuntabilitasnya. Bagi lembaga 

pemerintah, menurut Barker, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat-pejabat 

publik untuk melaporkan kegiatan mereka kepada warga negara, dan hak masyarakat 

untuk mengambil tindakan untuk menentang para pejabat publik itu yang dalam 

melakukan tugas mereka tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai sua-

tu unsur utama, atau barangkali merupakan sesuatu yang esensi dalam demokrasi. 

Dalam hal ini, akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat publik, pada 

dasarnya juga sudah mencakup dimensi transparansinya. 

4. Teori Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit 

mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan 

lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban hor-

izontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih 

tinggi). (Turner and Hulme, 1997).  

Osborne dan Christensen, et.al. menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan 

akuntabilitas pada reinventing government, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk 

sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau yang sering kali disebut 

dengan istilah New Public Management (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat 

dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik 

(old Public Administration) dengan New Public Management. Hal ini bermakna 
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bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik moderen se-

bagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.  

Akademisi lainnya yakni Peters menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan 

konsep yang berbeda dari tanggung jawab (responsibilitas).
19

 Akuntabilitas lebih 

merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organ-

isasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang 

menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi 

dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung ja-

wab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam 

suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar eti-

ka yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar 

sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya. 

Hal ini semakin dipertegas oleh Bryner dalam Peters yang menjelaskan bahwa 

sebagai bagian dari organisasi sektor publik, maka anggota organisasi harus patuh 

terhadap hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah kebijakan diadmin-

istrasikan dan khususnya hukum yang secara spesifik mengatur program tertentu 

yang tengah mereka laksanakan.  

Penjelasan ini semakin terang manakala kita mencoba untuk memetakan tiga 

konsep sekaligus yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai ba-

gian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan sebagaimana yang disam-

paikan oleh Gortner, Nichols, dan Ball. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa akunta-

bilitas merupakan salah satu elemen dari tiga elemen yang ada. Akuntabilitas meru-

pakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan 
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penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki 

kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap or-

ganisasi tersebut. 

Akuntabilitas yang merupakan prinsip terselenggaranya pemerintahan yang 

baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang 

memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. 

Organisasi pemerintahan dirancang untuk kepentingan publik, oleh karenanya 

perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan kepada publik.
20

 Ciri 

pemerintahan yang akuntabel adalah mampu menyediakan informasi 

penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; 

mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat; mampu 

menjelaskan dan mempertanggung jawabkan  setiap kebijakan kepada publik; 

mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan; serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai 

kinerja pemerintahan. 

Akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang 

benar dan lengkap agar menilai kinerjanya baik yang dilakukan masyarakat, 

organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun propesinya. 

Tujuannya agar memperjelas bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksankan, 
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kemudian metode apa yang dipakai agar melaksanakan tugasnya, bagaimana realitas 

pelaksanaannya dan apa saja dampaknya.
21

 

Sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan 

agar menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai 

dengan standar yang telah diterima dan sebagai sarana untuk menekan semaksimal 

mungkin penyalahgunaan kekuasan dan wewenang. 

5. Teori Pemerintahan Daerah 

Sistem pemerintahan menurut sarundajang adalah sebutan dari bentuk 

pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan 

secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan yaitu sistem 

yang berlaku menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara dia-

tur oleh konstitusi. Sistem pemerintahan dengan konsep sistem yaitu sebagai suatu 

susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-

komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk menjapai 

tujuan.
22

 

Pemerintahan daerah menurut Soepomo yang disampaikan di hadapan sidang 

panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) menyatakan:
23

 

“dibawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah. Tentang pemerintah daerah 

di sini hanya ada satu pasal berbunyi: pemerintah daerah diatur dalam undang-

undang. Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus 

dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat 
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permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada dewan perwakilan rakyat. Dan 

adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-

sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli akan tetapi itu keadaannya 

sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati 

adanya daerah...” 

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelolah kewenangan-

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta 

pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
24

 

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan 

dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan nega-

ra. 

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh 

yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah 

yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara 

keduanya ada hubungan.
25

 Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai 

pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah 

dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana 

kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara ad-

ministrasi negara. 

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = ambtsdrager) pemerinta-

han (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan 

jabatan-jabatan). Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris 
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juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari 

bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. 

Pemerintahan dalam arti luas adalah seagala kegiatan badan-badan publik yang 

meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan 

negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik 

yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. 

Pemerintahan daerah merupakan pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan 

akuntabilitas agar tercipta pemerintahan yang bersih. Dalam pengukuran kinerja 

pemerintahan bahwa fungsi pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai: 

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan. 

2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan. 

3. Alat komunikasi dengan publik. 

Tuntutan kinerja pemerintahan daerah perlu dilakukan karena adanya fakta 

bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia dapat dilihat dengan 

pemeriksaan yang ada dalam pemerintahan daerah. Ukuran pemerintah daerah men-

jadi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan daerah. Apabila sua-

tu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat akan akuntabilitas 

dan semakin besar sehingga akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.
26

 

6. Teori Siyasah Syar’iyyah 

Kata siyasah sendiri menurut kalangan ahli bahasa arab berasal dari akar kata 

sasa-yasusu-siyasatan, berarti mengatur, memerintah atau melarang. Siyasah adalah 

suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara guna 
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memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. 

Di kalangan ulama fikih, siyasah biasa diartikan sebagai interaksi yang dilakukan 

oleh seorang pemimpin secara evolusioner untuk mencapai satu kemaslahatan, 

sungguhpun tidak diperkuat oleh ayat-ayat al quran dan hadis. 

Etimologi dari Siyasah adalah Tadbir (pengaturan), al-Ri‟ayah (penjagaan  

pemeliharaan), al-Ta,dib (pendidikan, pengajaran), dan al-Ishlah (perbaikan).
27

 Se-

dangkan kata Syar‟iyyah di ambil dari kata syara‟a yang artinya mensyari‟atkan  

menjelaskan dan menampakkan, atau apa-apa yang disyari‟atkan untuk hambanya 

tentang agama.  

Terminologi dari Siyasah Syar‟iyyah menurut Abdu al-Salam al-„Alim adalah 

: setiap tindakan syar‟i yang sesuai dengan maksud-maksud syari‟at secara umum 

dan mewujudkan tujuan-tujuan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan serta 

menjauhkan mereka dari kerusakan. Dari pengertian di atas jelas bahwa siyasah 

syar‟iyyah adalah pengaturan setiap sisi kehidupan untuk mewujudkan kepentingan 

dan kebutuhan manusia. 

Secara Harfiah siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus 

atau membuat keputusan. Mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. oleh 

karena itu, berdasarkan pengertian arfiah, kata siyasah berarti memerintah, 

mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan dan arti lainnya. Siyasah 

dapat diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Secara 
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istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi pengertian siyasah 

adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.
28

  

Siyasah adalah kepemimpinan yang menuju pada kemaslahatan baik dunia 

maupun diakhirat. Dalam mekanismenya siyasah syar‟iyyah mengacu pada 

pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis 

untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kehikmahan. 

Siyasah syar‟iyyah merupakan suatu disiplin yang semakin perlu dipahami 

secara akademik. ini dikarenakan siyasah syar‟iyyah menyediakan cara berpikir yang 

mempertimbangkan antara kehendak wahyu dan keperluan individu makhluk. 

keseimbangan ini akan menjadikan hukum yang diputuskan itu mempunyai nilai-

nilai yang dinamik. Untuk itu, untuk mengaplikasikannya kepada kepemahaman 

terhadap nas dan  keprihatinan pada realiti adalah pra syarat utama. 

Siyasah syar‟iyyah sebenarnya berdasarkan sumber utamanya yaitu al-quran 

dan hadist. Sistem politik demokrasi berparlemen adalah satu-satunya sistem yang 

paling mirip dengan poltik islam.
29

 Politik demokrasi yang mirip kepada politik 

islam adalah dilihat dari aspek kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, 

mengkritik atau menegur kepimpinan. 

Pemikiran siyasah syar‟iyyah Ibnu Taimiyah selain menyampaikan amanah 

dan penegak keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus 

membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada 
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Rasulnya. Perintah musyawarah kepada nabi untuk mengikat hati para sahabatnya 

dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang. Itulah sebabnya nabi Muhammad 

SAW membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya. 

Bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan 

di puji allah. jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki 

agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijmak kaum muslimin, maka menurut 

Ibnu Tamiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh 

menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam 

lapangan agama atau politik. Dalam surat An-nisa pemimpim menurut pendapat Ibnu 

Taimiyah terdiri dari pemimpin negara dan ulama. Pendapat ini hampir sama dengan 

pendapat Al-Ghazali. 

C. Kerangka Konseptual 

1. Kewenangan 

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat Undang-

Undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau 

pasal tertentu dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memper-

luas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, 

kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perun-

dang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada peneri-

ma atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan 

organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan 

memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan 

dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi ber-

pindah dari pemberi ke penerima delegasi.
30
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Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat di-

cabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan 

yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasar kewenangan atribusi yang diberi-

kan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi (delegataris), mandat yaitu di-

peroleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada 

penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan bi-

asa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau 

digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggungjawab 

dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat. 

Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranen-

burg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya ber-

pendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan 

dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan. 

Sementara Wirjono Prodjodikoro dalam konteks pemerintahan berpendapat 

bahwa negara sebagai organisasi dalam suatu masyarakat, berbeda secara funda-

mental dari organisasi lain yang ada di tengah-tengah masyarakat.
31

 Ciri khasnya 

adalah bahwa pemerintahan suatu negara mempunyai kekuasaan atas semua ang-

gota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara, atau yang berada dalam 

wilayah itu. 

Dari pendapat Kranenburg, Logemann dan Wirjono Prodjodikoro tersimpul 

bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, namun pendapat itu belum dapat men-

jelaskan dari mana kekuasaan itu mendapatkan legitimasi. 
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2. Administrasi 

Administrasi publik merujuk pada dua aktivitas yang berbeda tapi 

berhubungan sangat erat yaitu tang pertama praktek profesional dan bidang 

akademik yang berusaha memahami, mengembangkan, mengkritik dan memperbaiki 

praktek profesional yang dimana melatih individu bagi praktek tersebut. Dalam 

administrasi publik berhubungan dengan pengelolaan bidang pemerintahan dan 

aktivitas publik lainnya. Esensi administrasi publik dan mungkin melingkupi 

mayoritas aktivis yang luas adminitrasi publik kontemporer.
32

  

Secara etimologi kata Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Ad yang 

memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti melayani, membantu, dan 

memenuhi. Dalam bahasa inggris “administration”. Menurut KBBI administrasi ada-

lah usaha dan keguatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penye-

lenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penye-

lenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.  

Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan 

perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  
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Pengertian Administrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:  

1. Arthur Grager: fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pela-

yanan warkat suatu organisasi.  

2. George Terry: perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan 

perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanankan agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

3. Sondang P. Siagian: keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau 

lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

4. Dalam arti sempit, adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan in-

formasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak 

yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi 

secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain 

disebut tata usaha.  

5. Dalam arti luas, adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam 

struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian peker-

jaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
33
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 Administrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:  

1. Arthur Grager: fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pela-

yanan warkat suatu organisasi.  

2. George Terry: perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan 

perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanankan agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

3. Sondang P. Siagian: keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau 

lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

4. Dalam arti sempit, adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan in-

formasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak 

yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi 

secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain 

disebut tata usaha.  

5. Dalam arti luas, adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam 

struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien 

3. Transparansi 

Transparansi menjelaskan mengenai aturan, rencana, proses dan implementasi 

untuk mengetahui mengapa, bagaimana, apa dan berapa banyak. Transparansi 

memastikan bahwa pejabat publik, pegawai, menejer, anggota dewan, pengusaha, 
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agar dapat melaporkan aktivitasnya sehingga masyarakat dapat meminta 

pertanggungjawaban pemangku kepentingan.
34

  

Menurut Mardiasmo  pengertian transparansi adalah sebagai berikut: “Trans-

paransi berati keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang 

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi.” 

Transparansi adalah bagian dari prinsip good governance. Di dalam sistem 

pemerintahan, transparansi digunakan sebagai subjek analisis pada bidang teori 

negosiasi, keamanan nasional dan efektivitas suatu rezim. Dalam hal ini, transparansi 

menjadi sisi efektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik, 

utamanya dalam mengidentifikasi seberapa efektif suatu kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah terhadap aplikasinya kepada masyarakat. Transparansi dalam kebijakan 

publik didefenisikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi sosial, 

politik, ekonomi, segala bidang yang melibatkan masyarakat dalam memberikan 

ketersediaan, kepercayaan dan aksesibilitas informasi antar pemangku kepentingan.  

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas 

dan transparansi.
35

 Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen 

kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait 

dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keu-

angan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan 

berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengel-
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olaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah dae-

rah. 

Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi selain itu dengan 

keterbukaan informasi maka masyarakat dapat turut mengontrol, mengawasi kinerja 

dan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Badan Publik selain 

mendorong terwujudnya pelayanan pemerintah yang transparan dan akuntabel. 

Mahfud menyatakan jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh 

masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan 

hidup organisasi suatu negara.
36 

Keterbukaan informasi mengenai penyelengaraan negara dapat mempercepat 

perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah 

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik 

(good governance). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga merupakan salah 

satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme 

kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penye-

lenggaraan negaranya. 

4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi 

birokrasi pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kepentingan publik dan karena 

itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah kepada publik 

menjadi fokus dari akuntabilitas publik. 
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Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan 

pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan 

konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat 

dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blamewortiness), dan yang 

mempunyai ketidakbebasan (liability), termasuk istilah lain yang mempunyai 

keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi 

publik.
37

 

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan 

perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan 

jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawa-

ban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem 

anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen 

wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keu-

angan.
38

 

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabili-

tas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. 

Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi 

dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk 

memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipa-

kai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti management by objectives, ang-

garan kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis 

keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik ter-

sebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.  
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Menurut Mardiasmo yang mengutip dari Elwood, Akuntabilitas yang harus 

dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi dan 

indikatornya: akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu meliputi: penghindaran 

korupsi dan kolusi dan kepatuhan terhadap hukum.
39

 Akuntabilitas proses yang meli-

puti: adanya kepatuhan terhadap prosedur. adanya pelayanan publik yang cepat, 

adanya pelayanan publik yang responsive dan adanya pelayanan publik yang murah 

biaya. Akuntabilitas program yang meliputi: mempertanggung jawabkan yang telah 

dibuat dan ogram yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal. Akuntabilitas ke-

bijakan yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.  

Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah se-

bagai berikut: “Kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan per-

tanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prin-

ciple) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban ter-

sebut.” 
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D. Kerangka Pikir 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir penelitian ini: 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir

Tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tugas dan fungsi Siyasah Syar’iyyah 

Faktor-faktor penghambat 

Pelaksanaan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Upaya yang dilakukan 

Terciptanya pelaksanaan tugas dan fungsi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis data 

induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya 

didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, artinya penelitian yang 

menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. 

Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data 

sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai 

berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang 

digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki sua-

tu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat sua-

tu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, 

dan melakukan studi pada situasi yang alami. 

Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan 

penelitian dengan langsung melihat objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati 

dan mewawancari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan. Penelitian ini deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena atau karakteristik inividual, situasi atau kelompok tertentu 

secara akurat.  

Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan 

seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Pendekatan kualitatif ini 
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bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 

perspektif siyasah syar‟iyyah”. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintahan daerahnya dan sebagian 

masyarakat yang ada di Sidenreng Rappang sebagiamana berkait dengan masalah 

yang di angkat yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar‟iyyah. 

 

Gambar 2.1. Peta wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

 

 

2. Waktu Penelitian 

Setelahipenyusunaniproposalipenelitian danitelahidiseminarkan sertaitelah 

mendapatisuratiizinipenelitian, maka penulisitelahimelakukanipenelitianiyangiakan 

dilaksanakaniselama 2 bulan. 
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C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah 

syar‟iyyah yang dimana masalah yang sering terjadi pegawai sering 

menyalahgunakan kekuasannya dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan. 

Kemudian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada. 

1. Gambaran umum objek penelitian 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan pada 

putusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil mempunyai Visi yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan 

dan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat”. Dari visi ini dapat terlihat 

bahwa Dinas berusaha untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban khu-

susnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

2. Tugas pokok, fungsi dan visi misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ka-

bupaten Sidenreng Rappang 

Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi 

kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggara-

kan kewenangan Pemerintah dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  
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b. Perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan tugas dibidang 

Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

c. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.  

d. Pengelolaan data statistik Kependudukan dan Catatan Sipil.  

e. Koordinasi pengelolaan administrasi kegiatan dan program administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil.  

f. Pendataan dan penerbitan akta-akta Kependudukan dan Catatan Sipil.  

g. Penyelenggaraan informasi, sosialisasi, dan pelayanan publik dibidang 

Kependudukan dan Catatan Sipil.  

h. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Kependudukan dan Catatan 

Sipil.  

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Di samping melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencata-

tan Sipil mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan daerah yaitu 

membantu urusan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Kinerja merupakan out come yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan ter-

tentu atau suatu kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Hasil yang dicapai 

merupakan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam instansi or-

ganisasi. Kinerja organisasi merupakan bentuk wujud kegiatan-kegiatan yang dil-

akukan oleh pegawai-pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi tercapainya 

tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan pelayanan publik 

adalah Produktivitas, Responsivitas, Kualitas Pelayanan. 

a) Visi 

“Terwujudnya kesiapan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil 

dalam rangka kelancaran efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.” 

b)  Misi  

Misi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sidenreng Rappang yaitu:  

a. Menyatukan komitmen dan persepsi aparatur. 

b. Meningkatkan profesinalisme aparatur. 

c. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. 

d. Meningkatkan pelayanan akta pencatatan sipil. 

e. Menyiapkan database yang akurat dan komprehensif. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya 

data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini di-

peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari 

gambar melalui pemotretan. 
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2. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan un-

tuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek 

yang ditelilti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pemerintahan dan 

masyarakat, bagaimana pemerintahan tersebut melakukan sosialisasi dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan 

wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidenreng Rappang 

perspektif siyasah syar‟iyyah apakah sudah efektif atau tidak. Selain mewawancarai 

pemerintah dan masyarakat peneliti akan melakukan wawancara terhadap aparatur 

palayanan administrasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau 

data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan 

sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil 

penelitian berwujud laporan, jurnal dll. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana 

cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi 

dan dokumentasi, sebagai berikut: 
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1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, 

yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen 

penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang 

diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam 

keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan 

dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka 

waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai 

informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat 

menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang 

kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti 

dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut. 

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan 

tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan 

tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. 

2. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara 

cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai  

gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua  

kegiatan aktivitas di lokasi penelitian telah diamati secara saksama untuk mendukung 

data analisis penulisan. 

http://www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-wawancara-atau-interview.html
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan un-

tuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik 

ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal 

yang akan penulis teliti. 

F. Uji Keabsahan Data 

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan 

penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam 

pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).
40

 

1. Uji kredibilitas (credibility) 

Uji kredibiliti yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau 

menyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar 

akurat menggunakan triagulasi.
41

 

2. Uji dependabilitas (dependability) 

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reabilitas. Penelitian 

kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang 

dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang 

dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.
42

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 

melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil 

pengumpulan data kemudian di analisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam 

                                                             
40

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D, h. 241 
41

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D, h. 338 
42

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D, h.337 
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pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan 

sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, 

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

dalam analisis penulisan.
43

 

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh 

dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut 

Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi 

data, model data dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan petransformasian data kasar dari lapangan.
44

 Dalam proses 

reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. 

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari 

analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk 

ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan 

ceritanya, semua merupakan pilihan-pilhan analisis. 

2. Model data/penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh 

karena itu, sajiannya harus tertata dengan rapi.  

                                                             
43

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kualitatif dan R&D, h. 194 
44

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 209  
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Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun 

kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau 

bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, 

tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderugan kognitifnya adalah 

menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.
45

 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi 

kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan 

“makna” sesuatu  mencatat keteraturan  pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang 

mungkin, alur kausal dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-

kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

                                                             
45

Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penelitian yang telah di lakukan baik itu berupa interview (wawancara) 

maupun observasi. 

A. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi 

kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang              

merupakan organisasi yang harus melakukan usaha peningkatan kinerja pegawainya, 

melalui pembagian kerja sesuai dengan porsinya masing-masing hal ini diimplemen-

tasikan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi.  

Secara umum tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu-

paten Sidenreng Rappang adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Fungsi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara umum se-

bagai berikut, 1). Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencata-

tan Sipil, 2). Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3). Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis 
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dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 4). Pengelolaan urusan keta-

tausahaan 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan. Banyak sekali kendala yang ditemui dilapangan, seper-

ti masih ada pegawai yang belum paham tentang tugasnya masing-masing, ku-

rangnya kesadaran pegawai dalam bekerja, serta yang paling banyak ditemui adalah 

masalah desentralisasi yang merupakan tugas pokok dari organisasi ini yang berhub-

ungan langsung dengan masyarakat yakni UPTD-UPTD yang ada dibawah naungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal yang 

demikian berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja, karena bagaimana 

meningkatkan kinerja pegawai jika tugas pokok dan fungsi organisasi saja masih 

banyak pegawai yang belum paham atau bahkan tidak tahu sama sekali. 

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan pada putusan 

Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta Organ-

isasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Visi 

yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dan Kepuasan Pelayanan Kepada 

Masyarakat”. Dari visi ini dapat terlihat bahwa Dinas berusaha untuk mengupayakan 

terwujudnya ketertiban khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. 

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pela-

yanan umum kepada masyarakat. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan yang 

berorientasi pada rakyat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut 

“Pelayanan masyarakat” (Public Servant). Pelayanan yang dilakukan oleh aparat 

birokrasi (pemerintah), dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Sebab aparatur 

pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
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masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perihal pelayanan 

public ini, segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat 

pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang 

dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang berla-

ku. Pelayan yang baik akan tercipta apabila setiap elemen pada organisasi tersebut 

mengetahui dengan detail tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing, agar 

tumpang tindih pekerjaan tidak terjadi sehingga program untuk meningkatkan kinerja 

pegawai yang didengung-dengungkan oleh organisasi berjalan dengan baik. 

Pengelolaan kinerja merupakan salah satu program pengelolaan SDM yang 

strategis yang memiliki arti penting bagi perusahaan atau organisasi. Perusahaan 

memiliki kepentingan untuk memastikan kesesuaian antara hasil kerja karyawan 

dengan tanggungjawab dan perannya yang tercermin dalam deskripsi pekerjaan, 

guna mendorong pencapaian sasaran organisasi.  

Penilaian kinerja bermanfaat bagi pegawai yang dinilai maupun bagi pimpinan 

untuk mengambil keputusan terhadap pegawainya. Bagi pegawai, dapat melihat hasil 

kinerjanya sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan atau memperbaiki 

kinerja yang sudah terjadi. Sedangkan pimpinan, penilaian kinerja merupakan umpan 

balik (feed back) untuk mengambil keputusan-keputusan terhadap pegawai. 

Adapun pelayanan-pelayanan yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu: 

a. Pelayanan Umum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

1) Jam Kerja Pelayanan 

Senin s.d Kamis  : 07:30-12:00 WITA 

 (Istirahat 12:00-13:00 WITA) 

 13:00-14:00 WITA 
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Jumat  : 07:00-12:00 WITA 

 (Istirahat 12:00-13:00 WITA) 

 13:00-14:00 WITA 

2) Jenis Pelayanan 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rap-

pang sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan 

masyarakat memberikan beberapa jenis jasa layanan. Layanan ini dibedakan menjadi 

2, yaitu pelayanan langsung dan pelayanan online. Selanjutnya, pelayanan langsung 

dibagi ke dalam 2 bidang, yaitu pelayanan 54 yang berkaitan dengan pendaftaran 

penduduk dan pelayanan yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Sementara, pela-

yanan online yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang meli-

puti pengecekan data, konsultasi data, dan pendaftaran online. 

Table 1: Jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabu-

paten Sidenreng Rappang 

No Jenis pelayanan Layanan 

1 Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga (KK) 

Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) 

Surat Pindah 

Kartu Identitas Anak (KIA) 

2 Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran 

Kutipan Akta Kematian 

Kutipan Akta Perkawinan 

Kutipan Akta Percerian 

Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak 

Pencatatan Perubahan Nama 

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan 

3 Pelayanan Online a) Cek Data 
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- Cek NIK 

- Cek E-KTP 

- Cek Kartu Keluarga (KK) 

- Cek Akta Kelahiran  

b) Konsultasi Data 

c) Pendaftran Online 

Adapun Kecamatan yang sudah melakukan pengurusan pencatatan penduduk 

di kantor Kecamatan yaitu Kecamatan Baranti dan Kecamatan Pitu Riawa. Jadi 

masyarakat yang ada dalam Kecamatan tersebut tidak perlu lagi langsung ke Kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten. 

a) Bukti fisik (Tangible) 

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan peru-

bahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Salah satu aspek 

yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas 

layanan. Peranan sarana pelayanan sangat penting dan salah satu yang sangat ber-

pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sa-

rana pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat 

lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan. 

Tangible merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kriteria penilaian 

pelaksanaan tugas dan fungsi, yang termasuk dalam aspek ini ialah sarana prasarana 

penunjang pelayanan (loket pelayanan, komputer, telepon, alat perekam KTP, papan 

informasi, kursi tunggu, meja pelayanan, dan tempat sampah). Selain itu, faktor ken-

yamanan dan kebersihan ruangan pelayanan dan ruangan penunjang layanan (musho-

la, kamar mandi), ketersediaan wadah aspirasi masyarakat (kotak saran), serta kera-

pian penampilan pegawai juga mendukung primanya layanan yang diberikan. Pada 
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dimensi ini peneliti menggunakan teknik wawancara guna mengukur kualitas bukti 

fisik (Tingable) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Selain masalah kebersihan ruangan, sarana pendukung layanan seperti papan 

informasi juga perlu diperhatikan. Papan informasi ini sudah diletakkan di tempat 

yang strategis, sehingga masyarakat yang datang ke Disdukcapil dapat langsung 

melihat dan membaca informasi yang terdapat di papan tersebut. 

b) Kehandalan (Reliability) 

Salah satu wujud pelayanan pubik yang baik ialah terciptanya pelayanan yang 

cepat dan tepat. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk cekatan 

dalam bekerja. Reliability atau keandalan merupakan kemampuan memberikan pela-

yanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Hal-hal yang terlibat 

dalam aspek ini yaitu, seperti ketepatan waktu, kecepatan, serta kecermatan dalam 

menyelesaikan produk layanan.  

Hal tersebut sangat diperlukan agar tercipta kepuasan dalam diri masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila tidak 

diimbangi dengan kehandalan, kedisiplinan atau kemampuan pegawai yang baik da-

lam melayani masyarakat. 

Suatu pelayanan yang baik dan berkualitas perlu memiliki kehandalan dan 

profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuas-

kan. Hal ini sangat diperlukan agar tercipta kepuasan dalam diri pelanggan. Kehan-

dalan (reliability) merupakan kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan 

memuaskan. pernyataan-pernyataan dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Cata-

tan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ini mendapat persetujuan dari Nurhayati 
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yang merupakan perwakilan dari masyarakat penerima layanan instansi terkait, Nur-

hayati mengatakan:
46

 

“Penyelesaian layanan yang ada di kantor sudah cukup tepat waktu tetapi ham-

batan-hambatan yang dihadapi pegawai yang saya lihat adalah adanya 

masyarakat yang memang kurang memperhatikan berkas-berkasnya, sehingga 

proses pengurusan menjadi lama.” 

 

Sementara itu menurut Indah Purnama Sari mengatakan:
47

 

“Untuk masalah ketepatan waktunya kurang jelas dikarenakan harus menunggu 

konfirmasi via sms atau whattapp dari kantor.” 

 

c) Daya Tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap adalah respon atau kesigapan pegawai di suatu instansi dalam 

membantu masyarakat yang membutuhkan layanan. Responsivitas ini menjadi bukti 

serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta mengenali 

kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Dimensi ini merupakan kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna 

layanan, dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pela-

yanan yang jelas. Pelayanan yang responsif atau tanggap juga sangat dipengaruhi 

oleh sikap pegawai. Salah satunya adalah kesigapan dan ketulusan dalam menjawab 

pertanyaan atau permintaan masyarakat sebagai pengguna layanan.  

Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Temanggung sudah menerapkan dimensi Responsiviness beserta indikatornya. 

Penilaian kualitas pelayanan Pada dimensi Responsiviness sesuai dengan harapan 

masyarakat antara lain pengetahuan pegawai dalam melakukan pelayanan, kemam-

puan pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat, merespon setiap 

pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan, pegawai memberikan pela-
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yanan dengan cermat, keluhan pengguna layanan direspon oleh pegawai, pegawai 

memberikan pelayanan dengan tepat dan cepat. 

Ketanggapan atau responsiviness pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berhubungan dengan kesigapan peg-

awai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Daya tanggap pegawai dalam mem-

berikan pelayanan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyara-

kat atas pelayanan yang diselenggarakan.  

Untuk mengetahui respon petugas dalam menanggapi keluhan dari masyarakat 

dan saat masyarakat menghadapi kesulitan/kebingungan dalam mengurus layanan, 

peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan sejumlah pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pegawai melayani masyarakat 

dengan baik. Pegawai merespon hal-hal yang ditanyakan masyarakat dan memberi 

pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut. Pegawai melayani dengan ramah dan 

sopan. Selain itu, daya tanggap atau respon pegawai juga diketahui dari hasil wa-

wancara dengan petugas di instansi tersebut. 

d) Jaminan (assurance) 

Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopanan, 

dan kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya 

pengguna layanan kepada penyedia layanan. Setiap bentuk pelayanan memerlukan 

adanya jaminan atas pelayanan yang diberikan. Jaminan atas pelayanan sangat diten-

tukan oleh kinerja pegawai pelayanan, oleh karena itu profesionalisme serta kompe-

tensi pegawai sangat diperlukan guna meningkatkan pelayanan yang baik dan 

berkualitas.  
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang kan-

tor yang berwenang menangani masalah kependudukan, khususnya bagi warga 

Sidenreng Rappang sudah seharusnya memberikan kenyamanan selama pelayanan 

yaitu dengan cara memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan 

permohonan layanan.  

Jaminan diperlukan untuk masyarakat merasa puas karena telah mendaptkan 

pelayanan yang baik dan berkualitas. Jaminan yang dimaksud dapat terwujud apabila 

pegawai di kantor dinas pemerintahan dapat menumbuhkan kepercayaan di hati 

masyarakat pemohon layanan. Agar masyarakat percaya dengan pelayanan yang 

diberikan, hendaknya pegawai dapat menjaga komunikasi/interaksi, baik antar pega-

wai maupun antara pegawai dengan masyarakat. 

Di samping itu, Disdukcapil hendaknya memberikan jaminan kepada masyara-

kat pemohon layanan. Jaminan ini berupa kemudahan akses pelayanan dan jaminan 

keamanan di Disdukcapil. Muhammad Ihsan yang merupakan salah satu masyarakat 

yang menjadi informan mengatakan:
48

 

“Jika pengurusan/pemrosesan layanan di Disdukcapil mudah, karena semua 

persyaratan apa yang harus dipenuhi sudah dijelaskan oleh petugas. Jadi kami 

selaku masyarakat yang ingin mengurus dimudahkan dan dapat diselesaikan 

dengan tepat waktu.” 

 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

berwenang menangani masalah kependudukan, khususnya bagi masyarakat Siden-

reng Rappang sudah seharusnya memberikan pelayanan yang nyaman dan memu-

dahkan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan layanan. 

Jaminan diperlukan agar masyakat merasa puas karena telah mendapatkan pe-

layanan yang baik dan berkualitas. Jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan 

berupa kemudahan layanan dan jaminan keamanan bagi masyarakat yang memohon 
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layanan kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

e) Empati (empathy) 

Sikap empati hendaknya dimiliki oleh individu pelayan di instansi pemerinta-

han seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Sikap empati ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara memberikan pe-

layanan dengan ramah.  

Pengguna layanan akan merasa puas jika pegawai pelayanan tidak diskrimi-

natif dan menunjukkan sikap ramah kepada pengguna layanan. Salah satu faktor 

utama kesuksesan dalam pelayanan adalah keramahan kepada pengguna layanan, sa-

lah satu contohnya yaitu dengan tersenyum dan menyapa. Jika pengguna layanan su-

dah bersikap ramah, menyapa, tersenyum maka akan timbul rasa nyaman pada 

pengguna layanan. Keramahan memang bukan aset, tetapi keramahan adalah kunci 

sukses bagi penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pengguna 

layanan.  

Hal ini telah dimiliki oleh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terbukti dengan adanya prinsip “bersenyum” 

yang diterapkan oleh salah seorang Kabid di instansi pemerintahan itu. Pegawai juga 

sopan dalam melayani masyarakat. Selain dari pernyataan pegawai, pernyataan 

masyarakat juga diperlukan sebagai bukti bila Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan sikap empati.  

Oleh karena itu, peneliti mewawancara beberapa masyarakat, dan mereka pun 

menyatakan bahwa pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Sidenreng Rappang baik dan ramah dalam melayani. Keramahan petugas juga dil-

akukan dalam menanggapi kritik dan saran dari masyarakat. Sehingga, dapat 
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diketahui bahwa aparatur negara di kantor tersebut telah menerapkan prinsip pela-

yanan dengan baik, khususnya dalam menerapkan aspek empati. 

Empati ialah perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Di-

mensi empati ini memegang peranan yang penting dalam mengukur kualitas pela-

yanan, sebab sikap yang baik dari pegawai pelayanan akan menumbuhkan rasa nya-

man kepada dinas/instansi terkait. Untuk mengetahui sikap pegawai dalam mem-

berikan layanan kepada masyarakat, peneliti mewawancara sejumlah pegawai agar 

mengetahui prinsip mereka (pegawai) dalam melakukan pelayanan. 

Sikap empati hendaknya dimiliki oleh individu pelayan di instansi pemerinta-

han seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rap-

pang. Sikap empati ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara memberikan pela-

yanan dengan ramah. Pengguna layanan akan merasa puas jika pegawai pelayanan 

tidak diskriminatif dan menunjukkan sikap ramah kepada pengguna layanan. Salah 

satu faktor utama kesuksesan dalam pelayanan adalah keramahan kepada pengguna 

layanan, salah satu contohnya yaitu dengan tersenyum dan menyapa. Jika pengguna 

layanan sudah bersikap ramah, menyapa, tersenyum maka akan timbul rasa nyaman 

pada pengguna layanan. Keramahan memang bukan aset, tetapi keramahan adalah 

kunci sukses bagi penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

pengguna layanan. 

2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:  

a. Motivasi, merupakan faktor penggerak atau pendorong bagi seorang peg-

awai dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. Dengan motivasi maka 
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seorang pegawai dapat melakukan pekerjaan dan tugasnya secara 

berkesinambungan, untuk itu motivasi yang tinggi sangat diperlukan dan 

dimiliki oleh setiap pegawai. Di dalam Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya masih kurang 

bersemangat, dilihat dari segi kondisi tata ruangan kerjanya, pegawai ku-

rang mendapat kenyamanan, tidak ada bentuk penghargaan terhadap peg-

awai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya fasilitas-

fasilitas yang memadai, sehingga motivasinya dalam bekerja menjadi 

berkurang.  

Dalam wawancara dengan ibu Salmawati dengan Suriyanti selaku masyarakat 

penerima layanan mengatakan: 

“Sebagai pegawai yang baik memang seharusnya ada motivasi sendiri 

untuk melakukan pekerjaanya sebagai faktor penggerak dari tugasnya 

itu sendiri.” 

Wawancara dengan ibu Hj Nurlaelah: 

“Memang dalam kasus seperti ini pegawai yang ada dikantor mestinya 

memiliki motivasi sendiri dalam melakukan pekerjaannya.” 

b. Kemampuan Pegawai, dalam hal ini adalah para pegawai, peranan pega-

wai sangat penting karena manusia sebagai pelaku subyek utama dari 

segala aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan organisasi. Penyeleng-

garaan pelayanan kepada masyarakat oleh organisasi pelayanan publik 

dapat berjalan dengan baik jika didukung sumber daya manusia yang 

mempunyai kemampuan, wawasan intelektual, kedisiplinan, dan ket-

erampilan yang tinggi. Kemampuan Pegawai yang ada dalam Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan, dilihat dari 
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pencapaian kerja dari para pegawai yang masih kurang optimal, kemam-

puan dalam pengetahuan dan penguasaan dalam bidang komputer masih 

terbatas.  

Dalam hasil wawancara dengan bapak Anzar selaku Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil: 

“selaku perwakilan pegawai  keamampuan pegawai selaku subjek 

utama dalam pelayanan mesti memahami alur yang sudah ditetapkan 

didalam kantor jadi pegawai yang ada disini mungkin bisa dikatakan 

masih kurang memahami akan hal tersebut.” 

Begitupun yang dikatakan ibu Hasnaini dengan bapak Dimas: 

“kemampuan pegawai yang ada disini memang masih kurang 

sebenarnya.” 

c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas masih belum mencukupi, 

baik dalam kelengkapannya maupun jumlahnya seperti komputer, mesin 

fotocopy, AC (pendingin udara), dll. Guna memperlancar dan sebagai 

penunjang kegiatan organisasi diperlukan sarana dan prasarana yang 

lengkap agar dapat mencapai tujuan organisasi. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Patahangi Nurdin selaku Kepala Dinas: 

“Kondisi peralatan kantor sudah memadahi cuman sering terjadinya 

kerusakan sistem jaringan server sehingga menjadi penghambat proses 

pelayanan.” 

wawancara dengan bapak Suardi dengan Surya mengatakan: 

“sarana dan prasarana yang ada dikantor sudah memadahi  kalau 

persoalan lambat prosesnya mungkin ada kendala yang dihadapi 

pewagai sehingga menjadi lambat prosesnya.” 
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Kemudian faktor-faktor lain yang menghambat adalah faktor ekternal, maksud 

dimana masyarakat yang mengurus berkas misalnya KTP/KK seringkali tidak me-

nyiapkan berkas secara lengkap sehingga pembuatan tidak bisa dilanjutkan. Selain 

itu sering terdapat perbedaan identitas dari dokumen pendukungnya, sehingga doku-

men pendukung harus difasilitasi terlebih dahulu disamping itu juga terdapat kerusa-

kan pada jaringan server pada sistem informasi administrasi kependudukan sehingga 

proses pelayanan harus menunggu jaringan kembali normal. 

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Cata-

tan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bapak Patahangi Nurdin, S. IP sebagai beri-

kut:
49

 

”Dalam pelayanan ini ada faktor penghambat dan pendukung, faktor 

pendukungnya dek misal kondisi peralatan kantor yang telah didukung oleh 

sistem komputerisasi dan jaringan server serta kualitas SDM dan pegawai yang 

berpengalaman, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya kadang 

terdapat kerusakan pada jaringan server kami dan masyarakat yang kurang 

lengkap membawa berkas-berkas kepengurusannya.” 

Menurut ibu Hj. Nurlaelah sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang 

mengatakan:
50

  

“Proses pengajuan layanan telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan 

ketentuan aturan yang berlaku. Waktu penyelesaian pelayanan yang dil-

aksanakan oleh Disdukcapil telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabu-

paten Sidenreng Rappang”. Sambungnya. 

Kendala yang ditemui peneliti tehadap masyarakat yaitu masih kurangnya 

kesadaran masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 

fungsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng 

Rappang adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang dimak-
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sudkan adalah kesadaran untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi per-

syaratan dalam melakukan suatu urusan. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan perlu menjaga hubungan maupun komunikasi yang baik antara aparat 

pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut me-

mang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu 

dari pihak masyarakat maupun dari aparatur pemerintah itu sendiri. 

Dalam wawancara dengan ibu Marwah Useng menyampaikan bahwa:
51

 

“Dalam setiap pengurusan administrasi pasti ada saja masyarakat yang kurang 

akan kesadaran dalam mempersiapkan segala suatu yang diperlukan dalam 

proses pelayanan, dan itu yang sering terjadi sehingga memperlambat proses 

layanan yang ada.” 

Senada dengan Sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang. Drs. Muhammad 

Ali, Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang juga 

menyatakan:
52

 

“Bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure 

(SOP) yang telah ditentukan jadi jika ada masyarakat yang belum lengkap ber-

kasnya belum bisa diproses lebih lanjut.” 

 

Selain masalah sarana dan prasarana, ketepatan waktu dan kepastian biaya 

yang dibebankan pada masyarakat juga merupakan aspek yang menjadi penilaian 

kualitas layanan. Berdasar penjelasan Hj. Nurlaelah Sekretariat Disdukcapil Siden-

reng Rappang: 

“Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil tidak dikenai biaya atau 

gratis  dan ini telah di pasang pada ruang pelayanan.”  

 

Hal serupa disampaikan oleh Anzar, S.S. Ti. Kabid Pelayanan Pencatatan 

Sipil:
53

 

“Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya 

retribusi, jika terlambat pengurusannya akan dikenai denda administrasi sebe-
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sar Rp 20.000, untuk keterlambatan pengurusan melampaui batas waktu 60 hari 

kerja.” 

 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Drs. Muhammad Ali. Kabid Pelayanan 

Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang,
54

 Menurut beliau:  

“Biaya yang dibebankan kepada masyarakat disesuaikan dengan Peraturan 

Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) retribusi yang berlaku.” 

 

Menurut masyarakat penerima layanan, Salmawati:
55

  

“Pembuatan dan pemrosesan gratis atau tidak dipungut biaya apapun.”  

 

Suriyanti menambahkan:
56

  

“Bahwa rincian pembiayaan di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang 

terbuka dan sesuai peraturan.” 

Kemudian dalam hal yang berhubungan dengan kesigapan pegawai dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Daya tanggap pegawai dalam memberikan pela-

yanan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat atas pela-

yanan yang diselenggarakan. Untuk mengetahui respon petugas dalam menanggapi 

keluhan dari masyarakat dan saat masyarakat menghadapi kesulitan/kebingungan da-

lam mengurus layanan, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan 

sejumlah pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Dalam wawancara dengan ibu hasnaini dan bapak dimas mengatakan:
57

 

“dalam mengurus perpanjangan KK tidak ada sama sekali kendala sehingga 

mengurus perpanjangan KK dapat berjalan lancer” 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pegawai melayani masyarakat 

dengan baik. Pegawai merespon hal-hal yang ditanyakan masyarakat dan memberi 

pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut. Pegawai melayani dengan ramah dan 
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sopan. Selain itu, daya tanggap atau respon pegawai juga diketahui dari hasil wa-

wancara dengan petugas di instansi tersebut.  

Hj. Nurlaelah, sekretariat di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang 

mengaku jika kantor dinas tersebut telah menindaklanjuti apa saja yang menjadi 

keluhan dari masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh Anzar, S.S.Ti, yang 

merupakan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, beliau mengatakan bahwa saran dari 

masayarakat telah direalisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Disdukcapil 

Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi untuk ruang tunggu masih belum 

representatif. 

3. Perspektif Siyasah Syar’iyyah Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Tu-

gas Dan Fungsi  

Pertama dari faktor motivasi dimana dilihat dari pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya masih kurang bersemangat dikarenakan kondisi tata ruangan kerjanya, 

pegawai kurang mendapat kenyamanan, kurangnya fasilitas-falitas yang memadai 

sehingga motivasinya dalam bekerja itu menjadi berkurang. 

Dalam wawancara dengan ibu Salmawati dengan Suriyanti selaku masyarakat 

penerima layanan mengatakan: 

“Sebagai pegawai yang baik memang seharusnya ada motivasi sendiri 

untuk melakukan pekerjaanya sebagai faktor penggerak dari tugasnya 

itu sendiri.” 

Wawancara dengan ibu Hj Nurlaelah: 

“Memang dalam kasus seperti ini pegawai yang ada dikantor mestinya 

memiliki motivasi sendiri dalam melakukan pekerjaannya.” 

Dalam konsep teori pemerintah daerah mengatakan bahwa segala lembaga-

lembaga yang meliputi legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam usaha mencapai 

tujuan negara haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun faktor yang 
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menghambat pelaksanaan kiranya pegawai harus bisa menyelesaikannya dengan 

cepat agar tidak ada lagi penghambat-hambat lainnya. 

Didalam al-quran menjelaskan tentang motivasi itu sendiri yaitu dalam Q.S Ali 

Imran/139 

                 

Terjemah: 

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, pa-

dahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 

beriman. 

faktor yang kedua yaitu kemampuan pegawai, kemampuan pegawai di kantor 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu 

ditingkatkan dimana pegawai disini sebagai subyek dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi yang ada di kantor. 

Sama hal dalam konsep pemerintah daerah dimana segala bentuk kegiatan yang 

dalam lembaga faktor utama pelaksanaan dari tugas dan fungsi adalah pegawai itu 

sendiri. Tuntunan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan dengan cermat dan 

berlaku adil dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya. 

Dalam hasil wawancara dengan bapak Anzar selaku Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil: 

“selaku perwakilan pegawai  keamampuan pegawai selaku subjek 

utama dalam pelayanan mesti memahami alur yang sudah ditetapkan 

didalam kantor jadi pegawai yang ada disini mungkin bisa dikatakan 

masih kurang memahami akan hal tersebut.” 

Begitupun yang dikatakan ibu Hasnaini dengan bapak Dimas: 

“kemampuan pegawai yang ada disini memang masih kurang 

sebenarnya.” 

dalam Q.S Al-Baqarah/30 Allah SWT berfirman: 

                                     

                       
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Terjemah: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tu-

han berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui. 

Selanjutnya faktor terakhir sarana dan prasana yang ada dimana kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sidenreng Rappang masih belum 

mencukupi dalam hal ini kantor mengupayakan untuk melengkapi semua sarana dan 

prasarana yang ada sehingga pegawai maupun masyarakat bisa nyaman di kantor. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Patahangi Nurdin selaku Kepala Dinas: 

“Kondisi peralatan kantor sudah memadahi cuman sering terjadinya 

kerusakan sistem jaringan server sehingga menjadi penghambat proses 

pelayanan.” 

Wawancara dengan bapak Suardi dengan Surya mengatakan: 

“sarana dan prasarana yang ada dikantor sudah memadahi, kalau 

persoalan lambat prosesnya mungkin ada kendala yang dihadapi 

pewagai sehingga menjadi lambat prosesnya.” 

Untuk memberikan solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksa-

naan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng 

Rappang meng-update informasi di halaman web resmi (palekko.sidrapkab.go.id) 

serta mengadakan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan yang harus 

dilengkapi saat pengurusan administrasi. 

Dalam konsep transparansi apa yang dilakukan dalam setiap tahapan oleh lem-

baga yang berperan dan bertanggungjawab untuk itu, harus pula menunjukkan 

keterbukaanya terhadap masyrakat yang ada. Bagi lembaga pemerintah, menurut 

Barker, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat-pejabat publik untuk melaporkan 
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kegiatan mereka kepada warga negara, dan hak masyarakat untuk mengambil tinda-

kan untuk menentang para pejabat publik itu yang dalam melakukan tugas mereka 

tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai suatu unsur utama, atau ba-

rangkali merupakan sesuatu yang esensi dalam demokrasi. Dalam hal ini, akuntabili-

tas lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat publik, pada dasarnya juga sudah men-

cakup dimensi transparansinya. 

Didalam H.R Muslim No. 2607 menjelaskan mengenai perintah berkata jujur 

yaitu: 

                                 
                  

 
              

 
                     

 
                                                            

                 
 
                     

 
                                                        

 
                      

 
                 

 
     

                                                                                   

Terjemah: 

Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran 

akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan 

mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan be-

rusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang 

jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta 

akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan 

pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdu-

sta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. 

Kemudian terkait sarana dan prasarana yang ada, dalam wawancara dengan 

bapak Suardi dan Surya mengatakan:
58

 

“sarana dan prasarana yang ada masing kurang memadai”  

                                                             
58

 Suardi dan Surya, wawancara pada tanggal 28 Juli 2023 di kantor Disdukcapil 
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang beru-

paya melengkapi hal tersebut sehingga masyarakat yang datang di kantor dapat me-

rasa nyaman saat proses pengurusan administrasi dan dapat memuaskan masyarakat 

yang menerima layanan. 

Selain masalah sarana dan prasarana, ketepatan waktu dan kepastian biaya 

yang dibebankan pada masyarakat juga merupakan aspek yang menjadi penilaian 

kualitas layanan. Berdasar penjelasan Hj. Nurlaelah Sekretariat Disdukcapil Siden-

reng Rappang: 

“Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil tidak dikenai biaya atau 

gratis  dan ini telah di pasang pada ruang pelayanan.”  

 

Pendapat berbeda disampaikan oleh Drs. Muhammad Ali. Kabid Pelayanan 

Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang, Menurut beliau:  

“Biaya yang dibebankan kepada masyarakat disesuaikan dengan Peraturan 

Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) retribusi yang berlaku.” 

Dalam al-quran dijelaskan mengenai ketepatan waktu yaitu dalam surah Al-

Asr/1-3: 

                                     

      

Terjemahnya: 

1. demi waktu, 

 2. sesungguhnya manusia itu beraada dalam kerugian, 

 3. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh serta saling 

menasehati untu kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. 

 

Hal serupa disampaikan oleh Anzar, S.S. Ti. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil: 

“Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya 

retribusi, jika terlambat pengurusannya akan dikenai denda administrasi sebe-
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sar Rp 20.000, untuk keterlambatan pengurusan melampaui batas waktu 60 hari 

kerja.” 

Dalam perspektif siyasah syar‟iyyah, startegi yang di jalankan dalam rangka 

mengurusi masalah administrasi dalam hal ini mengenai pencatatan kependudukan 

adalah dilandasi dengan suatu kaedah: “Sederhana dalam peraturan, cepat dalam 

pelayanan, serta profesional dalam penanganan”. Hal ini diambil dari realitas pela-

yanan terhadap kebutuhan itu sendiri, karena umumnya orang yang mempunyai 

kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan ter-

penuhi dengan sempurna. 

Faktor lain yang ditemui penulis yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. 

Kesadaran masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran untuk mempersiapkan 

segala sesuatu yang menjadi persyaratan dalam melakukan suatu urusan. Instansi 

pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan perlu menjaga hubungan maupun 

komunikasi yang baik antara aparat pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

kepada masyarakat. Hal tersebut memang harus saling mendukung agar dapat men-

capai tujuan yang diharapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparatur 

pemerintah itu sendiri. 

Dalam surah Al-Hasry/18 dijelaskan tentang kesadaran diri seseorang: 

                                         

Terjemah: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti ter-

hadap apa yang kamu kerjakan. 
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Dalam wawancara dengan ibu Marwah Useng menyampaikan bahwa: 

“Dalam setiap pengurusan administrasi pasti ada saja masyarakat yang kurang 

akan kesadaran dalam mempersiapkan segala suatu yang diperlukan dalam 

proses pelayanan, dan itu yang sering terjadi sehingga memperlambat proses 

layanan yang ada.” 

Senada dengan Sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang. Drs. Muhammad 

Ali, Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang juga 

menyatakan: 

“Bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure 

(SOP) yang telah ditentukan jadi jika ada masyarakat yang belum lengkap ber-

kasnya belum bisa diproses lebih lanjut.” 

 

Pendapat penulis mengenai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai peran yang sangat penting kepada 

masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk maka dari itu dalam setiap pengurusan 

pegawai harus siap melayani dengan baik dan memberikan pelayana yang terbaik, 

tidak memberikan pelayanan yang mempersulit masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang pelaksanaan tugas 

dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan baik. 

2. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pelaksanan tugas dan fungsi 

yang lebih baik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Sidenreng Rappang adalah masalah kesadaran masyarakat yang masih ser-

ing membawa berkas syarat permohonan layanan dengan kurang lengkap. 

kendala lain adalah masalah sarana dan prasarana yang masih kurang me-

madai. 

3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar‟iyyah sudah 

memenuhi SOP (standar oprasional pelayanan) yang telah ditetapkan oleh 

Disdukcapil. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti memberikan saran agar: 

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang 

sebaiknya selalu mengawasi setiap pegawai yang selalu lupa akan tugasnya 

masing-masing dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

yang membutuhkan. 
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2. Mempromosikan lawan web resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sidenreng Rappang kepada masyarakat, misalnya selalu menga-

dakan sosialisasi layanan web kepada setiap kecamatan dan kelurahan.
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